PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN

PERTAMBANGAN BATUBARA
(Peraturan Menteri Keuangan R.| Nomor 259/PMK.04/2016,
tanggal 30 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa. dalam kontrak karya atau perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara telah diatur
ketentuan mengenai pemberian pembebasan Pa-
jak Pertambahan Nilai atas impor barang daiam
rangka kontrak karya atau perjanjian karya pen-
gusahaan pertambangan batubara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat {1)
hurut a, huruf b, dan huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, atas impor mesin serta barang dan
bahan dapat diberikan pembebasan atau keringa-
nan bea masuk:

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan per-
pajakan dan kepabeanan di bidang pertambangan
mineral dan batubara, tertib administrasi, pen-
gawasan, dan kepastian hukum terhadap pelak-
sanaan pemindahtanganan, ekspor kembali, dan
pemusnahan atas barang yang diimpor dengan
menggunakan fasilitas perpajakan dan kepabean-
an dalam rangka kontrak karya atau perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara, per-
lu mengatur kembali ketentuan mengenai pem-
bebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
barang dalam rangka kontrak karya atay perjan-
jian karya pengusahaan pertambangan batubara:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26

huruf ¢,

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang No-
mor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perluy
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/
atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas
Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Ba-
tubara;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 fentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomeor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah be-
berapa kali H:ubal‘r terakhir dengan Undang-Un-
dang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Feraturan Pemerintah Penggant] UndangUndang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keem-
pat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4999):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
UndanQ-Uhdang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-
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sia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEM-
BEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/
ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK
KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-
an sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten-
tang Kepabeanan.

2. Pemindahtanganan adalah pemindahén hak,
alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau
penghapusan dari aset perusahaan.

3. Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor
eks fasilitas pembebasan atau keringanan bea
masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari
Dae rah Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di
bidang ekspor.

4. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wu-
jud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu
unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk
menjadi barang asal.

5. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK
adalah perjanian antara Pemerintah Indonesia
dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia
dalam rangka penanaman modal asing untuk
melaksanakan usaha pertambangan bahan galian,
tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas
bumi, radioaktif, dan batubara.

6. Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pert-
ambangan Batubara yang selanjutnya disingkat
PKP2B adalah perjanjian kerjasama/karya antara

RANF

Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontrak-
tor untuk melaksanakan pengusahaan pertam-
bangan batubara.

7. Kontraktor Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasa-

ma/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
yang selanjutnya disebut Kontraktor, adalah
badan usaha yang melakukan pengusahaan per-
tambangan mineral atau batubara, baik dalam
rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN}.

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indo-
nesia.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea

dan Cukal.

10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam ja-
batan tertentu untuk melaksanakan tugas terten-
tu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat di-
penuhi kewajibah pabean sesuai dengan Undang-
Undang Kepabeanan.

BAB Il
PERLAKUAN KEPABEANAN DAN/ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILA! ATAS IMPOR
BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA
ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA
Pasal 2
{1) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas im-
por barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya
dapat diberikan kepada Kontraktor yang kon-
traknya mencantumkan pembebasan atau kerin-
ganan bea masuk atas impor barang dalam rang-
ka KK dan PKP2B. |
(2) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat
diberikan kepada Kontraktor yang kontraknya
mencantumkan pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang dalam rangka KK dan PK-
P2B.

Pasal 3
(1) Pemberian pembebasan atau keringanan bea ma-
suk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di-
berikan melalui masterlist yang ditetapkan oleh
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Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau
pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

(2) Masterlist sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
paling sedikit memuat elemen data sebagai beri-
kut:

a. Nomor dan tanggal masterlist:

Nama perusahaan Kontraktor:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Alamat; 5

Dasar kontrak;

Kantor Pabean tempat pemasukan barang;

Pelabuhan pemasukan barang;

Jenis, jumlah, dan satuan barang;

Spesifikasi barang;

Perkiraan harga/nilai impor:

Negara asal; dan

Jenis fasilitas pembebasan atau keringanan

bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Per-

tambahan Nilai.

{3) Importasi barang dapat dilakukan dalam keadaan
terurai, dalam hal elemen data jenis barang dalam
masterlist sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h memuat data secara terperinci atau teru-
rai.

(4) Dalam menerbitkan masterlist atas impor barang
dalam rangka KK dan PKP2B, Kepala Badan Koor-
dinasi Penanaman Maodal harus memperhatikan
KK dan PKP2B yang menjadi dasar penerbitan
masterlist.

{5) Masterlist sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat paling sedikit dalam 4 (empat} rangkap
dengan peruntukan sebagai berikut:

Rangkap 1 (satu) : [(ontraktor KK atau PK-
P2B;

: Direktur Jenderal Pajak;

: Direktur Jenderal;

: Kepaia Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

:'q:_—hrnﬂ_nc'

""7«"(_"'

Rangkap 2 (dua)
Rangkap 3 (tiga)
Rangkap 4 (empat)

Pasal 4
Penyelesaian kewajiban pabean atas impor
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilak-
sanakan di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan
yang tercantum dalam masterlist.

Pasal 5
(1) Impor barang yang tidak mendasarkan pada mas-
terlist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wa-

jib membayar bea masuk dan/atau dipungut Pajak
Pertambahan Nilai.

(2) Dalam hal terjadi force majeure, dokumen invoice
yang telah disetujui oleh Kepala Badan Koordina-
si Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk,
dapat dipergunakan sebagai pengganti masterlist
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertam-
bahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tidak dapat dimintakan pengembalian. .

BAB Il
PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG
DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B
Bagian Kesatu
Jangka Waktu Pemindahtariganan
Pasal 6

Atas barang impor yang mendapat fasilitas:

a. pembebasan atau keringanan bea masuk; dan/
atau

b. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai,

dalam rangka KK dan PKP2B dapat dilakukan Pemin-

dahtanganan.

Pasal 7

(1} Barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pa-
jak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PK-
P2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat
dilakukan Pemindahtanganan setelah digunakan
paling singkat seiama 2 {dua) tahun terhitung se-
jak tanggal pemberitahuan pabean impor.

(2} Ketentuan mengenai jangka waktu Pemindahtan-
ganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar (force majeure);

b. di Ekspor Kembali;

¢. perusahaan bangkrut atau tutup; atau

d. dipindahtangankan kepada pihak tain yang
mendapatkan fasilitas pembebasan atau ker-
inganan bea masuk dan/atau pembebasan Pa-
jak Pertambahan Niiai.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Pemindahtanganan
Pasal 8
(1} Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilakukan setelah mendapatkan izin dari
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(2)

(3)

(4)
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Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan
dipindahtangankan.
Untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan
dipindahtangankan dengan menyebutkan alasan
Pemindahtanganan. ;
Dalam hal Kantor Pabean tempat barang yang
akan dipindahtangankan bukan merupakan Kan-
tor Pabean tempat pemasukan barang, permo-
honan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dis-
ampaikan tembusan kepada Direktur yang tugas
dan fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepa-
beanan dan Kepala Kantor Pabean tempat pema-
sukan barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) paling sedikit dilampiri dengan dokumen beru-

pa:

a. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;

b. surat rekomendasi dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal, dalam hal Pemindahtan-
ganan dilakukan setelah 2 {dua) tahun sampai
dengan 5 (lima} tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor;

¢. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan
ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepa-
beanan dan/atau perpajakan;

d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan men-
genai pemberian fasilitas pembebasan atau
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dip-
indahtangankan beserta Lampiran Keputusan
Menteri Keuangan dimaksud yang mencan-
tumkan barang yang akan dipindahtangankan;

e. fotokopi pemberitahuan impor barang yang
ielah mendapatkan nomor pendaftaran;

f. daftar barang yang akan dipindahtangankan;

g. asli surat pernyataan bermeterai \jang ditan-
datangani oleh pimpinan Kontraktor yang
menyatakan bahwa barang yang akan dipin-
dahtangankan:

1. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak
lain;

2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
dan/atau

(5)

{1

(2)

1AH

3. masih dalam penguasaan perusahaan;

h. surat keterangan dari instansi terkait dan di-
lampiri dengan bukti-bukti yang mendukung
keadaan kahar (force majeure), dalam hal Pe-
mindahtanganan dilakukan karena keadaan
kahar (force majeure);

i. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pem-
berian fasilitas pembebasan atau keringanan
bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Per-
tambahan Nilai atas nama pihak yang me- |
nerima Pemindahtanganan, dalam hal dip-
indahtangankan kepada sesama penerima
fasilitas pembebasan atau keringanan bea ma-
suk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai; dan )

j. foto barang yang akan dipindahtangankan.

Daftar barang yang akan dipindahtangankan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (4} huruf f, paling

sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. uraian barang;

b. spesifikasi teknis barang;

c. jumlah dan satuan barang;

d. nomor Keputusan Menteri Keuangan men-
genai pemberian fasilitas pembebasan atau
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dip-
indahtangankan dan nomor urut barang yang
tercantum dalam Lampiran Keputusan Men-
teri Keuangan dimaksud;

e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;

f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberita-
huan impor barang; dan

g. tanda tangan pim'pinan Kontraktor.

Pasal 9

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cu-
kai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat barang
yang akan dipindahtangankan, melakukan peneli-
tian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan un-
tuk mendapatkan izin Pemindahtanganan dalam
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 dan pemeriksaan fisik barang yang akan dipin-
dahtangankan.

hasil penelitian dan pemeriksaan
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-

Dalam hal

nyatakan:
a. sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat barang
yang akan dipindahtangankan atas nama Men-
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yang mendapat fasilitas pembebasan atau ker-
Inganan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B
sebagai dokumen dasar pembayaran bea masuk
dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
{2) Pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertam-
bahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendasarkan pada kiasifikasi, pembebanan, dan
nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor
pada saat pemasukan,

Bagian Kelima
Penyelesaian Pemindahtanganan
Pasal 12

{1) Kontraktor yang telah memperoleh Keputusan
Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanga-
nan dan akan melaksanakan Pemindahtanganan
barang, harus terlebinh dahulu mengajukan pem-
beritahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor |
Pabean tempat barang yang akan dipindahtan-

gankan,

[2) Terhadap Pemindahtanganan yang disertai den-
gan kewajiban membayar bea masuk dan/atau
Pajak Pertambahan Niiai sebagaimana dimaksud

ayat (1), pemberitahuan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri den-
gan bukti pembayaran bea masuk dan/atau Pajak

dalam Pasal 11

Pertambahan Nilai.

(3) Atas pelaksanaan Pemindahtanganan, Pejabat |
Bea dan Cukai Yang ditunjuk di Kantor Pabean
tempat barang yang akan dipindahtangankan

membuat berita acara Pemindahtanganan.

Bagian Keenam
Pemindahlanganan Barang Milik Negara
Pasal 13

Tata laksana Pemindahtanganan barang impor :

untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan

atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pa- |
lak Pertambahan Nilaj dalam rangka KK atau PKP2B
yang berstatus Barang Milik Negara, dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
' (2) Daftar barang yang akan di Ekspor Kembali sab-

mengatur mengenai Barang Milik Negara,

BAB Iv
EKSPOR KEMBALJ ATAS BARANG YANG DIIMPOR
DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B
Bagian Kesaty
Ekspor Kembali
Pasal 14

Kontraktor dapat melakukan Ekspor Kembali
barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas
pPembebasan atay keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka
KK dan PKP2B dengan mengajukan pemberitahuan
pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat dilakukan
Ekspor Kembali,

Bagian Kedua -
Dokumen Ekspor Kembali
Pasal 15
{1) Pengajuan pemberitahuan pabean ekspor seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit
dilampiri dengan:

a. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderaj
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
sumber Daya Mineraf;

b. surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pen-
anaman Modal, dalam hal Ekspor Kembali di-
lakukan setelah 2 {(dua) tahun sampai dengan
5 (lima} tahun terhitung sejak tanggal pem-
beritahuan pabean impor;

C. fotokopi KK dan PKP2B Yang mencantum-
kan ketentuan mengenai fasilitas kepabeanan
dan/atau perpajakan:

d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan men-
genai pemberian fasilitas pembebasan atay
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang
akan di Ekspor Kembali dan Lampiran Keputu-
san Menteri Keuangan dimaksud:

€. fotokopi pemberitahuan Impor barang pema-
sukan yang telah mendapatkan nomor pendaf-
taran;

f. daftar barang yang akan dj Ekspor Kembali;
dan

g. foto barang yang akan di Ekspor Kembali.

agaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f, paling
sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. uraian barang;

b. spesifikasi teknis barang;

¢. jumlah dan satuan barang;
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(3)

{4)

(1

UMU

PEN

teri menerbitkan Keputusan Menteri Keuan-
gan mengenai izin Pemindahtanganan barang
impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas

pembebasan atau keringanan bea masuk dan/ |
gtau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ®

dalam rangka KK dan PKP2B;

b. tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat
harang yang akan dipindahtangankan atas
nama Menteri membuat surat penolakan per-
mohonan Pemindahtanganan barang impor

unituk dipakai yang mendapat fasilitas pembe-
hasan atau keringanan hea masuk dan/ atau
pembebasan Pajak Partambahan Nilai dalam
rangka KK dan PKP2B, dengan menyebutkan

alasan penolakan.

Dalam hal Kantor Pabean tempat barang yang
akan dipindahtangankan bukan merupakan Kan-
tor Pabean tempat pemasukan barang, salinan
Keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf a disampaikan kepada Direktur yang tugas
dan fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepa-
beanan dan Kepala Kantor Pabean tempat pema-
sukan barang.

Keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama Men-
teri sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dapat
digunakan oleh Direktur yang tugas dan fungsin-
ya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan un-
tuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai
yang mendapat fasilitas pembebasan &tau ker-

inganan bea masuk _danlatau pembebasan Pajak

Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B.

Bagian Ketiga
Pengenaan Bea Masuk dan/atau
Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 10 .
Dalam hal Pemindahtanganan barang impor seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaku-
kan kepada Perusahaan yang tidak mendapatkan
fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
lebih dari 2 (dua) tahun na-
(lima) tahun terhitung sejak
fasilitas

dalam jangka waktu
mun kurang dari 5
tanggal pemberitahuan pabean impor,

pembebasan atau keringanan bea masuk dan/
atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yangd

MAN / PERATURAN PEME

(2)

(3

(4)

(1)

Rt e

telah diberikan dibatalkan dan Kontraktor wajib

membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertamba-

han Nilai yang terutang.

Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak waijib membayar bea masuk dan/atau Pajak

pertambahan Nilai, dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar (force majeurel;

b. barang yang dipindahtangankan di
Kembali oleh Kontraktor;

1.0 dipindahtangankan kepada perusahaan lain
yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau |
keringanan bea masuk dan/atau pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai; atau

Ekspor

d. barang yang dipindahtangankan dilakukan Pe-
nmusnahan.
pPemindahtanganan barang impor untuk dipakai
yang mendapat fasilitas pembebasan atau ker-
inganan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak
pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B
kepada penerima yang tidak mendapatkan fasili-
tas pembebasan atau
atau pembebasan Pajak pertambahan Nilai dalam
jangka waktu setelah 5 (lima) tahun terhitung se-
jak tanggal pemberitahuan pabean Impor, dibe-
baskan dari pengenaarn bea masuk dan/atau Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang.
Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dik-
atemukan, tanggal pemberitahuan pabean impor
dapat ditentukan dengan menggunakan dokumen
jainnya pada saat pemasukan,
a. manifest;
b. Bill of Lading/Airway Bill;
Inveice;
Laporan Hasil Audit (LHA); atau
dokumen lain yang dapat membuktikan tang-

keringanan bea masuk dan/

antara lain berupa:

o o 0

gal pemasukan barang yang dipindahtangank-
an.

Bagian Keempat
Pembayaran Bea Masuk dan/atau
Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 11
bea masuk danfatau Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
Keputusan Menteri Keuangan mengena
mindahtanganan barang

Kontraktor membayar

berdasarkan
jzin Pe-

impor untuk dipakai
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d. nomor Keputusan Menteri Keuangan menge-
nai pemberian fasilitas pembebasan atau ker-
inganan bea masuk dan/atau pembebasan Pa-
jak Pertambahan Nilai atas barang impor yang
dipindahtangankan dan nomor urut barang
yang akan di Ekspor Kembali pada Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan mengenal pem-
berian fasilitas pembebasan atau keringanan
bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pert-
ambahan Nilai;

e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;

f. nomor dan tanggal pendaftaran pemb'erita—
huan impor barang.pemasukan; dan

g. tanda tangan pimpinan Kontraktor.

(3) Atas pengajuan pemberitahuan ekspor barang se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan
pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean tempat dilakukan Ekspor Kembali.

(4) Tata cara Ekspor Kembali dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur ketentuan mengenai tata laksana kepa-
beanan di bidang ekspor.

Pasal 16

Dalam hal Kantor Pabean tempat barang
yang akan di Ekspor Kembali bukan merupakan Kan-
tor Pabean tempat pemasukan barang, Kepala Kan-
tor Pabean tempat barang akan di Ekspor Kembali
mengirimkan surat pemberitahuan Ekspor Kembali
barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas
pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rang-
ka KK dan PKP2B kepada Direktur yang tugas dan
fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan
dan Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan ba-
rang.

Bagian Ketiga
Dibebaskan dari Kewajiban Membayar Bea Masuk
dan/atau Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 17

Kontraktor yang mengekspor kembali barang
impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembe-
basan atau keringanan bea masuk dan/atau pembe-
basan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan
PKP2B dibebaskan dari kewajiban untuk membayar
bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang.

BAB V
PEMUSNAHAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR
DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM
RANGKA KK ATAU PKP2B
Bagian Kesatu
Permohonan lzin Pemusnahan
Pasal 18
Kontraktor dapat melakukan Pemusnahan
atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasili-
tas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka
KK dan PKP2B.

Pasal 19
{1} Untuk dapat melakukan Pemusnahan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 18, Kontraktor harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan
dimusnahkan dengan menyebutkan alasan Pe-
musnahan. !
(2) Dalam hal Kantor Pabean tempat barang yang
akan dimusnahkan bukan merupakan Kantor
Pabean tempat pemasukan barang. salinan per-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan

maohonan

disampaikan kepada Direktur yang tugas

fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepa-
beanan dan Kepala Kantor Pabean pemasukan
barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} paling sedikit dilampiri dengan:

a. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

b. surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pen-
anaman Modal, untuk pemusnahan yang di-
lakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan
5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan
pabean impor;

c. fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan
klausula mengenai fasilitas kepabeanan dan
perpajakan;

d. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan men-
genal pemberian fasilitas pembebasan atau
keringanan bea masuk dan/atau pemebebasan
Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang
akan dimusnahkan dan Lampiran Keputusan

(3}
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{4)

(1

(2}

Menteri Keuangan dimaksud;

e. fotokopi pemberitahuan impor barang pema-
sukan yang telah mendapatkan nomor pendaf-
taran;

f. daftar barang yang akan dilakukan Pemusna-
han; clan

g. foto barang yang akan dilakukan Pemusna-
han,

Daftar barang yang akan dilakukan Pemusnahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pal-

ing sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. uraian barang:

b. spesifikasi teknis barang;

¢. jumlah dan satuan barang;

d. nomor Keputusan Menteri Keuangan menge-
nai pemberian fasilitag pembebasan atau ker-
INnganan bea masuk dan/atau pembebasan Pa-
jak Pertambahan Nilai atas barang yang akan
dimusnahkan dan nomor urut barang yang
dilakukan Pemusnahan pada lampiran Kepu-
tusan Menteri Keuangan mengenai pemberian
tasilitas pembebasan atau keringanan bea ma-
suk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai; |

e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;

f. nomor dan tanggal pendaftaran Pemberita-
huan Impor barang pemasukan; dan

9. tanda tangan pimpinan Kontraktor.

Pasal 20

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cu-
kai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat ba-
rang akan dimusnahkan, meiakukan penelitian
terhadap pemenuhan selurub persyaratan un-
tuk mendapatkan izin Pemusnahan dalam per-
mohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dan pemeriksaan fisik barang yang akan di-
musnahkan,

Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan > (1’ Terhadap barang impor untuk dlpaka; yang

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me- |

nyatakan:

a. sesuai, Kepala Kantar Pabean tempat barang
Yang akan dimusnahkan atas nama Menteri |
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenal persetujuan Pemusnahan barang '

impor untuk dipakai yang mendapat fasilitag |

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/

atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilaj

dalam rangka KK dan PKP2B.

____PENGUMUMAN / PERATURAN

PEMERINTAH

b. tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat
barang yang akan dimusnahkan atas nama
Menteri membuat surat penolakan permo-
honan Pemusnahan barang impor untuk
dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan
atau keringanan bea masuk dan/atau pembe-
basan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka |
KK dan PKP2B, dengan menyebutkan alasan
penolakan.

(3) Dalam hal Kantor Pabean tempat barang yang
akan dimusnahkan bukan merupakan Kantor Pa-
bean tempat pemasukan barang, salinan Kepu-
tusan Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri _
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dis-
ampaikan kepada Direktur yang tugas dan fung-
sinya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan
dan Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan
barang.

(4) Keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama Men-
teri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dapat digunakan oleh Direktur vang tugas dan
fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepa-
beanan untuk melakukan maonitoring dan evaluasi
terhadap Pemusnahan barang impor untuk dipak-
ai yang mendapat fasilitas pembebasan atau ker-
inganan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B.

Pasal 21
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat barang
dimusnahkan membuat berita acara Pemusnahan.

Bagian Kedua
Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Bea Masuk
dan/atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Barang Masih Bernila; Ekonomis
Pasal 22

mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan
bea masuk dan/atay pembebasan Pajak Pertam-
bahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B yang
telah dimusnahkan, dibebaskan dari kewajiban
membayar bea masuk dan/atay Pajak Pertamba-
han Nilai yang terutang. .

(2} Pembebasan dari kewajiban membayar bea ma-
suk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal setelah dilakukan Pemusnahan barang terse-
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but masih mempunyai nilai ekonomis.

| (3) Pembayaran bea masuk yang terutang untuk

barang yang masih mempunyai nilai ekonomis

setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana di-

maksud pada ayat (2}, dilaksanakan berdasarkan

harga transaksi penjualan dengan ketentuan:

a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5%
(ima persen) atau lebih, dikenakan pembe-
banan 5% (lima persen); atau

b. jika pembebanan bea masuknya dibawah 5%
(lima persen), dikenakan pembebanan sesuai
jenis barang.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang teru-

tang untuk barang yang masih mempunyai nilai

ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan

l sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
~ bidang perpajakan.

() Penyelesaian kewajiban pabean atas barang yang
masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilaku-
kan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dilakukan berdasarkan Keputusan Men-
teri Keuangan mengenai persetujuan pemusna-
han barang impor untuk dipakai yang mendapat
fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk
dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
dalam rangka KK dan PKP2B sebagai dokumen
dasar pembayaran bea masuk yang terutang.

(6) Dalam hal Pemusnahan dilakukan setelah jang-
ka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor, barang yang masih
mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan Pe-
musnahan dikecualikan dari kewajiban membayar
bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.

| 4)

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 23
(1) Dalam hal Pemindahtanganan, Ekspor kembali,
dan Pemusnahan tidak dilaksanakan sesuai ke-
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (1), Kon-
traktor wajib membayar;
a. bea masuk yang terutang;
b. Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
¢c. sanksi administrasi berupa denda sesuai pef-
aturan perundang-undangan di bidang kepa-
beanan dan/atau perpajakan.
{2) Pémbayaran bea masuk sebagaimana dimaksud

frusinpss Mews E¥EE
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pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan
klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada
dokumen pemberitahuan impor pada saat pema-
sukan.

{3) Pengenaan kewajiban pembayaran Pajak Pertam-
bahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangundangan di bidang perpajakan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/
PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pem-
bebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembe-
basan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilal
atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batuba-
ra, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30

| (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS!I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 28

(BN}




/ PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
- PERIKANAN NOMOR 59/PERMEN-KP/2014 TENTANG LARANGAN
PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (CARCHARHINUS LONGIMANUS)
DAN HIU MARTIL (SPHYRNA SPP) DARI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor 48/PERMEN-KP/2016, tanggal 13 Desember 2016)

.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk tetap menjaga dan menjamin ke-
beradaan dan ketersediaan Ikan Hiu Koboi (Car-
charhinus longimanus) dan Hiu Martil {Sphyrna
spp) yang telah mengalami Penurunan populasi di
alam, perlu dilakukan perpanjangan atas larangan
pengefuaran ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longim-
anus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari wilayah
negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara
Republik Indonesia:

Nomor 111); .

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pen-
gangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun |
2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nemor
83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Bebera-
pa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Penge-
luaran lkan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) |
dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari Wilayah Negara
Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Re-

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana publik Indonesia (Berita Negara Republik Indone-
dimaksud dalam huruf a, perlu menétapkan Per- sia Tahun 2014 Nomor 1900) sebagaimana telah
aturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelau- Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015 tentang
tan dan Perikanan Nomor B9/PERMEN-KP/2014 Larangan Pengeluaran lkan Hiu Koboi (Carcha-
tentang Larangan Pengeluaran lkan Hiyu Kobaoi rhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp)
(Carcharhinus longimanus) dan Hiy Martil (Sphy- dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar
rna spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Nega-
ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia: ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1827);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

Mengingat ; 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nomor 1227):

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) seb-

agaimana telah diubah dengan Undang-Undang MEMUTUSKAN:

Nomer 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tamba- Menetapkan :

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor = PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
5073); TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59/
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega- PERMEN-KP/2014 TENTANG LARANGAN PENGELU-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); ARAN IKAN HIU KOBOI (CARCHARHINUS LONGIM-

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 ten- ANUS) DAN HIU MARTIL (SPHYRNA SPP) DARI

tang Kementerian Kelautan dan Perikanan {Lem-
baran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015

WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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Pasal |

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014
tentang Larangan Pengeluaran lkan Hiu Koboi (Carcha-
rhinus longimanus} dan Hiu Martil (Sphyrna spp} dari
Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomor 1900) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Peri-
kanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan
Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longima-
nus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari Wilayah Negara
Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1827) diubah, sehingga Pasal 3 berbu-
nyi sebagai berikut:

Pasal 3 ‘

Larangan pengeluaran lkan Hiu Koboi (Car-
charhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp)
serta produk olahannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2017.

Pasal |l
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
' ttd.
WIDODC EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1901

(BN )

PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI DAERAH

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor 51/PERMEN-KP/2016, tanggal 14 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang
kelautan dan perikanan di daerah, perlu mengin-
tegrasikanpengarusutamaan gender antara pusat
dan daerah melalui pemetaan pelaksanaan penga-
rusutamaan gender;

b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pengaru-
sutamaan gender antara pusat dan daerah, periu

pedoman pemetaan pelaksanaan pengarusuta-
maan gender bidang kelautan dan perikanan di
daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Penga-
rusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikan-
an di Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
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